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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil setelah melakukan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 2 minggu, mulai dari

tanggal 17 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang
permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Calon Apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan
yang dapat dilakaukan dalam rangka pengembangan praktek
farmasi komunitas di Apotek.

Calon Apoteker memahami tentang peran, fungsi, posisi dan
tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di
Apotek.

Calon Apoteker siap untuk memasuki dunia kerja sebagai
tenaga farmasi yang professional.

Calon  Apoteker memiliki  wawasan, pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian di Apotek.
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Saran

Berdasarkan hasil setelah melakukan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 2 minggu, mulai dari

tanggal 17 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020, maka saran yang

diberikan setelah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) sebagai berikut:

1.

Mahasiswa calon Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan
diri sebagai Apoteker saat melakukan KIE dan tidak hanya
menyampaikan cara penggunaan obat tetapi  juga
menyampaikan terapi non farmakologi kepada pasien serta
menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh
pasien.

Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan kemampuan
dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri saat memberikan
infomasi kepada pasien.

Mahasiswa calon Apoteker diharapkan untuk mampu
mempelajari dan memahami berbagai macam obat-obatan dari
berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan

tentang obat yang didapatkan lebih banyak.
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